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2.1 Pengertian Manfaat

Pengertian Manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
adalah guna atau faedah, laba atau untung. Dari pengertian diatas maka dapat
dikatakan bahwa manfaat-manfaat yang diperoleh itu tentunya akan
menyebabkan perubahan terhadap suatu fungsi tertentu dalaam suatu pranata.

Menurut Davis (1989) dan Adam et.al (1992) dalam Anisa Triningsih
(2006) mendefinisikan kemanfaatan (usefulness) sebagai tingkatan dimana
seseorang percaya bahwa penggunaan suatu teknologi tertentu akan
meningkatkan prestasi orang tersebut.

Menurut Chin dan Todd (1995) dalam Anisa Triningsih (2006:12)
pemanfaatan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pemanfaatan dengan
estimasi satu faktor dan pemafaatan dengan estimasi dua faktor (kemanfaatan
dan efektifitas).

Pemanfaatan dengan estimasi dua faktor oleh Chin dan Todd (1995)
dalam Anisa Triningsih (2006:12) dibagi menjadi dua kategori lagi yaitu
kemanfaatan dan efektifitas dengan dimensi-dimensi masing-masing yang
dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kemanfaatan meliputi dimensi :
a. Menjadikan pekerjaan lebih mudah (makes job easier), mudah
mempelajari dan mengoperasikan suatu teknologi dalam mengerjakan
pekerjaan yang diinginkan oleh seseorang dan dapat memberikan

keterampilan agar pekerjaannya lebih mudah.
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b. Bermanfaat (usefull), suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa
penggunaan suatu teknologi tertentu terdapat manfaat atau faedah
untuk dapat meningkatkan prestasi kerja orang tersebut.

c. Menambah produktifitas (increase productivity), merupakan sikap
mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan seseorang
akan bertambah atau meningkatkan produktifitasnya dalam suatu
kegiatan yang dimilikinya agar menjadi lebih baik.

2. Efektifitas meliputi dimensi :

a. Mempertinggi efektifitas (enchance effectiveness), bahwa penggunaan
suatu teknologi tertentu akan membantu seseorang agar aktifitas
sehari-hari menjadi meningkat dalam melakukan suatu pekerjaan.

b. Mengembangkan kinerja pekerjaan (improve job performance), dengan
menggunakan  suatu  teknologi  tertentu dapat membantu
mengembangkan kinerja pekerjaan seseorang dalam dunia pekerjaan

yang dimiliki oleh orang tersebut.

2.2 Pengadaan
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010
tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk

memperoleh Barang/Jasa.
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Menurut Budiharjo Hardjowijono dan Hayie Muhammad (2009)
pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip
pengadaan yang dipraktekkan secara internasional efisiensi, efektifitas,
persaingan sehat, keterbukaan, transpraransi, tidak diskriminasi dan
akuntabilitas.

1. Efisiensi
Prinsip efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan
menggunakan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa dalam
jumlah, kualitas yang diharapkan, dan diperoleh dalam waktu yang
optimal.
2. Efektif
Prinsip efektif dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan
sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa yang mempunyai
nilai manfaat setinggi-tingginya.
3. Persaingan Sehat
Prinsip persaingan yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa
adalah adanya persaingan antar calon penyedia barang dan jasa
berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku, tidak terjadi
kecurangan dan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
4. Terbuka
Prinsip terbuka dalam pengadaan barang dan jasa adalah
memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang

kompeten untuk mengikuti pengadaan.



15

5. Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa adalah
pemberian informasi yang lengkap tentang aturan pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang
berminat dan masyarakat.

6. Tidak Diskriminatif

Prinsip tidak diskriminatif dalam pengadaan barang dan jasa adalah
pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan
jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa.

7. Akuntabilitas
Prinsip akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa adalah
pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada para
pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Transportasi

Transportasi berasal dari kata latin yaitu transportare, dimana trans
berarti seberang atau sebelah lain dan portare berarti mengangkut
ataumembawa. Jadi transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu)
ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi seperti
itu merupakan suatu jasa yang diberikan guna menolong barang atau orang
untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Menurut Setijowarno dan
Frazila (2001) transportasi berarti suatu kegiatan untuk memindahkan sesuatu
(orang dan atau barang) dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dengan atau

tanpa sarana (kendaraan, pipa, dan lain-lain).
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Sedangkan menurut Salim (2006), Transportasi adalah kegiatan
pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat
lain. Jadi bisa dikatakan kalau transportasi merupakan usaha mengangkut atau
membawa barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.
Adapun unsur yang membentuk makna transportasi ialah :

a. Manusia yang membutuhkan

b. Barang yang dibutuhkan

c. Kendaraan sebagai alat/ sarana

d. Jalan dan terminal sebagai prasarana transportasi
e. Organisasi (pengelola transportasi)

Kelima wunsur ini mempunyai ciri-ciri tersendiri yang harus
dipertimbangkan dalam menelaah masalah transportasi. Dalam hubungan ini
perbaikan atau peningkatan transportasi terjadi bila terjadi perlakuan dan

perbaikan pada salah satu atau lebih unsur-unsur tersebut.

2.4 Layanan Transportasi

Layanan transportasi adalah memindahkan barang atau manusia dari
satu tempat ke tempat lain sehingga diperoleh manfaat. Manfaat perpindahan
tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek sesuai tujuannya, yaitu aspek
ekonomi, sosial, politis, bahkan hankam. Menurut Mulyono (2009:153),
Berdasarkan pelakunya pelayanan transportasi dibedakan menjadi dua, yaitu
pelayanan oleh pemerintah dan pelayanan oleh swasta. Pelayanan pemerintah
lebih diutamakan pada pengaturan transportasi, sedangkan pelayanan

penyelenggaraan transportasi lebih banyak dilakukan oleh pihak swasta.
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Penyelenggaraan layanan transportasi berdasarkan pada prinsip-prinsip

berikut:

a.

Aman; barang yang dipindah tidak menjadi rusak atau cacat. Kalau untuk
manusia, prinsip aman mencakup bebas dari cidera atau sampai merenggut
jiwa.

Nyaman; barang mati tidak mengalami penurunan kualitas, barang hidup
(hewan, tumbuhan) tidak tersiksa dan mengalami penurunan kualitas.
Sedangkan manusia perlu merasa nyaman sejak persiapan, selama
perjalanan, maupun sesudah menempuh perjalanan.

Mudah; tingkat kemudahannya diukur dengan seberapa banyak pilihan
yang tersedia bagi konsumen, seperti jenis kendaraan, rute perjalanan,
jadwal waktu pelayanan dan biaya. Semakin banyak pilihan yang tersedia
menunjukkan tingkat kemudahan dan fleksibilitas perjalanan bagi
masyarakat.

Ekonomis; murah, terjangkau semua lapisan masyarakat.

Lancar; menjamin ketepatan waktu dalam penyediaannya dan waktu
tempuh yang sesingkat-singkatnya.

Ramah Lingkungan; tidak berdampak negative (misalnya getaran,
kebisingan dan gas buang) yang dapat merusak lingkungan.

Pengaturan sistem transportasi (transportasi system management)

dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu sebagai berikut:

a.

Pendekatan dari sisi penyediaan (supply), fokusnya adalah mengelola

penyediaan prasarana (infrastructure) dan sarana transportasi yang
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disesuaikan dengan peningkatan kebutuhan transportasi. Prasarana
transportasi mencakup jalan darat, terminal, tempat parkir, ramburambu
lalu lintas, rel kereta api dan stasiun kereta api. Sedangkan yang dimaksud
dengan sarana transportasi mencakup berbagai model transportasi (mode
of transports), yaitu kendaraan pribadi dan kendaraan umum (Bus,
angkutan kota, angkutan desa dan kereta api).

b. Pendekatan dari sisi permintaan (demand) transportasi, fokusnya adalah
mengelola pelaku perjalanan atau disebut manajemen permintaan

transportasi (transportation demand management).

2.5 Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Moenir, (2008:6-7), tidak terlepas dari
lingkup kepentingan umum dimana pelayanan publik diselenggarakan dalam
rangka memenuhi kepentingan umum. Kepentingan umum berasal dari
himpunan kepentingan-kepentingan pribadi yang sama, di mana kepentingan
pribadi berasal dari hak asasi manusia. Akan tetapi, tidak semua kepentingan
pribadi yang sama akan menjadi kepentingan umum.

Sedangkan Agung Kurniawan (2005:6) mengatakan bahwa pelayanan
publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan
aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Definisi pelayanan publik
menurut Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2009 adalah segala rangkaian atau
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
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barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik diberikan oleh pemerintah, seperti
contohnya Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Pemberian pelayanan publik
oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi
dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, kedudukan
aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public service) sangat strategis
karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan
pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan
menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik

sesuai dengan tujuan pendiriannya.

2.6 Perum Damri

Cikal bakal DAMRI dimulai dari dua usaha angkutan di era
pendudukan Jepang, JAWA UNYU ZIGYOSHA (angkutan barang) dan
ZIDOSHA SOKYOKO (angkutan penumpang) di bwah naungan Kementerian
Perhubungan Republik Indonesia setelah Indonesia merdeka tahun 1945,
Dengan semangat juang untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia
dan sebagai perwujudan dari ikrar sumpah pemuda yang masih melekat di
dada para pejuang, merupakan suatu kesdempatan bagi pemuda pemuda
Indonesia terutama dipulau Jawa untuk bekerja diperusahaan tersebut dengan
tujuan merebut perusahaan dan akhirnya berhasil dapat dikuasai. Semua alat
angkut dijadikan sebagai sarana perjuangan dan sejak itulah para pemuda

tersebut dikenal sebagai pejuang dan perintis berdirinya DAMRI.
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DAMRI adalah kepanjangan dari Djawatan Angkoetan Motor
Repoeblik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Makloemat Kementerian
Perhoeboengan RI No0.01/DAMRI/46 tanggal 25 November 1946 dengan
tugas utamanya menyelenggarakan angkutan orang dan barang diatas jalan
dengan menggunakan kendaraan bermotor. Untuk memberikan keleluasaan
terhadap Damri dalam usahanya sebagai perusahaan angkutan milik Negara,
maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1960 sampai dengan 31 Mei 1963
menteri perhubungan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor T.112 / 1/ 21
tanggal 21 Mei 1960 memberikan status diberlakukan sebagai perusahaan
Negara dalam Indische Bedrijven Wet ( IBW ) atas dasar swasembada. Dan
pada tanggal 20 Januari dan 3 Februari 1977 diresmikannya pembukaan
Angkutan Bus Kota PN.

DAMRI kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tanggal
29 September 1982 mengenai status hukum menjadi Perum Damri kota
Semarang. Dalam perkembangan selanjutnya sebagai Perusahaan Umum
(Perum), nama DAMRI tetap diabadikan sebagai brand mark dari Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) ini yang hingga saat ini masih tetap konsisten
menjalankan tugasnya sebagai salah satu service provider angkutan orang dan
barang dengan menggunakan Bus dan truk. Hingga saat ini, DAMRI memiliki
jaringan pelayanan tersebar hampir diseluruh wilayah Republik Indonesia.
Dalam kegiatan usahanya DAMRI menyelenggarakan pelayanan angkutan
perkotaan, angkutan antar kota, angkutan khusus bandara, angkutan travel,

angkutan paket (logistic), angkutan keperintisan dan angkutan lintas batas

negara
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Setahun kemudian melalui maklumat Menteri Perhubungan RI NO.
01/dam/46 tertanggal 25 November 1946 keduanya digabung menjadi
“Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia”, disingkat DAMRI, sebagai
penyelenggara pengangkutan darat dengan Bus, truk, dan angkutan bermotor
lainnya. Sejak itulah DAMRI bertugas melayani masyarakat dan mengambil
peran dalam mempertahankan kemerdekaan di era agresi Belanda pasca
kemerdekaan.

Bus Damri mulai beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi pada
Bulan Juli 2016. Keberadaan Bus Damri sebagai transportasi uum ini
merupakan pertama kali di Kabupaten Kuantan singing, hal ini seharusnya
menjadi suatu daya tarik dan menjadi transportasi yang sangat diminati di
masyarakat. Sejak beroperasinya hingga saat ini, Bus Damri baru melayani
satu koridor yakni: Dari Terminal Kota Taluk Kuantan — Pasar Lubuk Jambi,
yang menghubungkan Kota Taluk Kuantan — Kecamatan Kuantan Tengah —

Kecamatan Gunung Toar — Kecamatan Kuantan Mudik.

2.7 Transportasi Dalam Perspektif Islam
Al-Quran pun tak lupa membicarakan tentang alat transportasi. Ada
beberapa alat transportasi yang disebut secara khusus dalam Al-Quran seperti
kapal dan binatang tunggangan. Binatang itu mencakup unta, kuda, keledai
atau selainnya. Sarana tranportasi ini dapat kita temukan dalam Firman Allah

swt berikut ini,
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Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya
malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa

yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari

langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah

mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan,

dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit

dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran
Allah) bagi kaum yang memikirkan. (QS.Al-Bagarah:164)
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Artinya :* Dan (ada lagi manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu
untuk kamu dan supaya kamu kamu mwncapai suatu yang
tersimpan dalam hati dengan mengendarainya. Dan kamu dapat
diangkut dengan mengendarai binatang-binatang itu dengan
mengendarai bahtera.” (QS. Al-Mu’minun Ayat 80)

Jika kita perhatikan ayat ini, ternyata semua kendaraan telah disebut
dalam Al-Quran. memang yang disebut secara spesifik hanyalah kuda, bagal
dan keledai. Namun perhatikan, pada akhir ayat dijelaskan bahwa Allah
Menciptakan apa yang tidak diketahui manusia. Akhir ayat itu menjadi isyarat
bahwa pada nantinya akan bermunculan kendaraan baru dengan berbagai
macam bentuk dan kecanggihannya. Namun manusia pada zaman itu belum
bisa mengerti dan memahaminya.

Tujuan diciptakannya alat transportasi menurut Al-Quran adalah untuk

menjadi tunggangan dan hiasan, hal ini dapat kita lihat zaman sekarang
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banyak orang yang membeli kendaraan bukan hanya untuk ditunggangi, tapi

juga untuk pamer dan berhias diri. Di zaman dahulu pun mereka membeli

kuda terbaik untuk dibanggakan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Hasil

1 [Winda Yunita Sari ANALISIS Dari hasil rekapitulasi pengukuran
PELAKSANAAN terhadap masing-masing indikator
PELAYANAN tersebut, maka dapat dinyatakan
TRANSPORTASI bahwa pelaksanaan pelayanan

PADA ANGKUTAN
TRANS METRO
KOTA

PEKANBARU (2014)

Transportasi Pada Angkutan Trans
Metro Kota Pekanbaru dalam
kategori  cukup baik/  cukup
maksimal dengan Kkisaran nilai
67,46%.

2 | Desy Rahmayanti [EVALUASI
KEBIJAKAN
TRANSPORTASI
UMUM BUS TRANS
JOGJA DI KOTA

Dari  hasil  penelitian  dapat]
disimpulkan bahwa: 1. Evaluasi
trans Jogja ini ternyata tidak
sepenuhnya berhasil karena masih
banyak kendala yang masih jadi
penghambat kebijakan yang dibuat
olen pemerintah ini; 2. Factor,
pendukung kebijakan Trans Jogjal
dirasa lebih nyaman dengan
berbagai fasilitas seperti bebas
pengamen, bebas pengasong, tertib
(karena hanya menaikkan
penumpang ditempat yang telah
disediakan), dan jaminan tepat
waktu; 3. Faktor penghambat
kebijakan Trans Jogja seperti:
Pemilik kendaraan tetap
menggunakan kendaraan
pribadinya yang sudah terlanjur,
dimiliki, karena dinilai juga lebih
cepat, hemat dan mudah.

YOGYAKARTA
(2012)
3 Danang UPAYA PERUM

Nandasinomi | DAMRI DALAM
MENINGKATKAN

Dari hasil analisis data yang
diperoleh  dapat  disimpulkan
bahwa Dinas Perhubungan dan
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PELAYANAN Perum Damri Ponorogo telah
TRANSPORTASI melakukan berbagai upaya dalam
ANGKUTAN meningkatkan pelayanan

UMUM  PERINTIStransportasi angkutan umum di
DI KABUPATENwilayah Kabupaten Ponorogo. Dan
PONOROGO (2016) |hal tersebut berdampak baik untuk|
penyedia jasa transportasi
angkutan umum dalam
meningkatkan kualitas
pedsw2layanannya dan membantu
memudahkan masyarakat yang
ingin mendapatkan sarana
transportasi yang nyaman dan
terjangkau ke daerah yang masih
jarang dilalui oleh angkutan
umum.

2.9 Defenisi Konsep

Untuk memudahkan menganalisa serta membatasi ruang lingkup

penelitian, maka penulis akan menjelaskan beberapa definisi tentang

penelitian ini, sebagai berikut:

a)

b)

Manfaat

Kemanfaatan dapat berupa kemanfaatan satu faktor seperti
pekerjaan lebih mudah, bermanfaat, meningkatkan produktifitas,
efektifitas, dan meningkatkan kinerja pekerjaan.
Pengadaan

Pengadaan ialah segala kegiatan dan usaha untuk menambah dan
memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku
dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada
Transportasi

Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan

penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi bisa dikatakan kalau
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transportasi merupakan usaha mengangkut atau membawa barang dan atau
penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.
Pelayanan Publik

pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani)
keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah
ditetapkan.
Perum DAMRI

DAMRI adalah kepanjangan dari Djawatan Angkoetan Motor
Repoeblik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Makloemat Kementerian
Perhoeboengan RI No.01/DAMRI/46 tanggal 25 November 1946 dengan
tugas utamanya menyelenggarakan angkutan orang dan barang diatas jalan

dengan menggunakan kendaraan bermotor.

2.10 Konsep Operasional

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Variabel Indikator Sub Indikator
a. pekerjaan lebih
Menurut Chin dan Todd mudah
Pemanfaatan dapat dibagi ke Kemanfaatan b. Bermanfaat
dalam dua kategori, yaitu c. Menambah
pemanfaatan dengan estimasi satu produktifitas
faktor dan pemafaatan dengan a. Meningkatkan
estimasi dua faktor (kemanfaatan Kinerja dan
dan efektifitas). Efektifitas aktivitas
b. Mengembangkan
kinerja pekerjaan

Sumber: Data Olahan 2017




2.11 Kerangka Pemikiran

Gam
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bar 2.1

Kerangka Berpikir

Analisis Pemanfaatan Bus Perum Damri oleh Masyarakat Kabupaten Kuantan
Singingi

}

Pemanfaatan menurut Chin dan Todd (1995:3)

v

Kemanfaatan

!

a. pekerjaan lebih mudah
b. Bermanfaat
c. Menambah produktifitas

Sumber: Data Olahan 2017

v

Efektifitas

)

a. Meningkatkan kinerja dan
aktivitas

b. Mengembangkan kinerja
pekerjaan




